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ABSTRAK 

 
PERAN BADAN PEANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) 

DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG 
 

Oleh: 
Regina Alyani Falah 

Bencana banjir merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Kota 
Bandar Lampung. Kejadian ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain sistem 
drainase yang belum berfungsi secara optimal, kerusakan daerah tangkapan air, 
perubahan fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, serta curah hujan yang 
tinggi dengan durasi yang cukup panjang. Kondisi tersebut menyebabkan 
meningkatnya frekuensi dan dampak banjir hampir setiap tahun di beberapa 
wilayah, seperti Kecamatan Rajabasa Nunyai dan Kecamatan Panjang. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir, 
baik melalui upaya struktural maupun non-struktural, serta mengidentifikasi faktor- 
faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang 
digunakan adalah normatif empiris , dengan teknik pengumpulan data melalui 
observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Bandar Lampung telah 
menjalankan perannya melalui mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi 
struktural dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas PUPR dalam pembangunan 
dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi saluran drainase, serta 
dukungan sarana dan prasarana kebencanaan. Mitigasi non-struktural 
dilaksanakan melalui penyusunan peta rawan banjir, sosialisasi dan edukasi 
kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyebaran informasi 
peringatan dini. Namun demikian, pelaksanaan mitigasi belum berjalan optimal. 
Faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan 
sumber daya manusia dan peralatan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta 
rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan 
lingkungan dan tata ruang. Selain itu, implementasi kebijakan penanggulangan 
bencana di tingkat daerah belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 
Kata Kunci: Peran BPBD, Mitigasi Bencana, Banjir 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

THE ROLE OF THE REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY 
(BPBD) IN FLOOD DISASTER MITIGATION IN BANDAR LAMPUNG CITY 

 
By: 

Regina Alyani Falah 
 

Flooding is one of the serious problems faced by the city of Bandar Lampung. This 
phenomenon is caused by various factors, including a drainage system that is not 
yet functioning optimally, damage to water catchment areas, changes in land use 
to residential areas, and high rainfall with a fairly long duration. These conditions 
have led to an increase in the frequency and impact of flooding almost every year 
in several areas, such as Rajabasa Nunyai District and Panjang District. 

 
This study aims to determine the role of the Regional Disaster Management Agency 
(BPBD) of Bandar Lampung City in implementing flood disaster mitigation, both 
through structural and non-structural efforts, as well as to identify the factors that 
hinder its implementation. The research method used was normative empiris, with 
data collection techniques through direct observation, interviews, and 
documentation. The data obtained was then analyzed interactively through the 
stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion 
drawing. 
 
The results of the study show that the Bandar Lampung City BPBD has carried 
out its role through structural and non-structural mitigation. Structural mitigation 
is carried out through coordination with the Public Works and Public Housing 
Agency in the construction and repair of flood control infrastructure, 
normalization of drainage channels, and support for disaster facilities and 
infrastructure. Non-structural mitigation is carried out through the preparation of 
flood-prone maps, disaster awareness and education, community preparedness 
training, and the dissemination of early warning information. However, the 
implementation of mitigation has not been optimal. The obstacles found include 
budget constraints, limited human resources and equipment, weak cross-sector 
coordination, and low public awareness and participation in maintaining 
environmental cleanliness and spatial planning. In addition, the implementation 
of disaster management policies at the regional level is not yet fully in line with 
the normative provisions as stipulated in Law Number 24 of 2007, Government 
Regulation Number 21 of 2008, and Law Number 23 of 2014. 
Keywords: Role of BPBD, Disaster Mitigation, Flood 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Bencana merupakan peristiwa yang mampu mengancam dan mengganggu tatanan 

kehidupan manusia. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerugian harta benda, 

kerusakan lingkungan, hingga terganggunya berbagai aktivitas masyarakat. 

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi bencana yang sangat 

tinggi karena kondisi geografis, geologis, dan iklimnya yang kompleks. Salah satu 

jenis bencana yang memperoleh perhatian khusus dalam upaya penanganannya 

adalah bencana banjir. Bencana alam seolah telah menjadi bagian dari kehidupan 

sehari-hari, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lainnya. Beragam 

jenis bencana yang terjadi tidak hanya mengganggu keseimbangan alam, tetapi juga 

memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia.1 Peristiwa-peristiwa 

tersebut menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, baik dalam bentuk kerugian 

moril yang dirasakan masyarakat maupun kerugian materiil yang memengaruhi 

kondisi sosial dan ekonomi. 

 
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2008, mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya yang 

dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi 

mencakup berbagai tindakan, baik yang bersifat fisik seperti pembangunan 

infrastruktur pengendali bencana, maupun upaya nonfisik seperti edukasi, 

penyadaran masyarakat, dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi potensi 

ancaman. Tujuan utama dari mitigasi bencana adalah meminimalkan risiko serta 

dampak yang mungkin dialami masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 

 
1 Sri Heryati. (2020) “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana,” Jurnal 
Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP) 2, no. 2 : 139–46. 
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Dengan adanya langkah-langkah mitigasi, masyarakat diharapkan lebih siap, lebih 

tangguh, dan mampu merespons situasi darurat secara lebih cepat dan tepat.2 

Dalam konteks manajemen bencana, mitigasi menjadi tahap awal yang sangat 

penting sebagai titik tolak untuk mengurangi kerentanan dan memperkuat kapasitas 

masyarakat sebelum bencana terjadi. 

 
Banjir termasuk bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia dan hampir 

setiap tahun menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Kondisi 

geografis Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi, banyaknya aliran sungai, 

serta tingginya konsentrasi penduduk di kawasan perkotaan menjadikan banjir 

sebagai ancaman yang berulang. Selain faktor alam, berbagai persoalan yang 

berasal dari aktivitas manusia juga turut memperparah risiko banjir. Sistem drainase 

yang tidak memadai, tingginya tingkat sedimentasi pada saluran air, serta kebiasaan 

masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan membuat aliran air 

semakin terhambat.3 Kombinasi faktor tersebut menyebabkan banjir menjadi salah 

satu tantangan terbesar dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang di Indonesia. 

 
Banjir sebagai salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di 

wilayah perkotaan Indonesia, termasuk Kota Bandar Lampung yang memiliki 

kondisi topografi perbukitan, pesisir, serta kepadatan permukiman yang terus 

meningkat. Kombinasi curah hujan tinggi, penyempitan ruang hijau, perubahan tata 

guna lahan, serta keterbatasan kapasitas drainase menyebabkan kota ini mengalami 

peningkatan kejadian banjir dalam lima tahun terakhir. Data yang dihimpun oleh 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung 

memperlihatkan bahwa pada tahun-tahun terakhir, banjir terjadi di berbagai lokasi 

permukiman dan jalan utama, dengan ketinggian genangan air yang beragam mulai 

dari puluhan hingga lebih dari 90 cm. Misalnya, pada tahun 2021 terdapat banjir di 

Perumahan Puri Raya dengan ketinggian air mencapai 40 cm, serta banjir di Jalan 

 
2 Ari Sandhyavitri et al., (2015). Mitigasi Bencana Banjir Dan Kebakaran, Universitas Riau Press 
Pekanbaru, Pekanbaru: UR Press, 
3 Ghefva Diana Murti and Febri Yuliani, (2025) “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Dalam Meningkatkan Mitigasi Bencana Galodo Di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten 
Agam,” Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health 4, no. 2 : 1156– 
74 
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Perumahan Ragom Gawi I yang menggenangi 90 rumah warga dengan ketinggian 

air hingga 100 cm. 

 
Disusul kembali pada tahun 2022, banjir tercatat hampir setiap bulan, terutama di 

Way Halim, Rajabasa, Kedaton, dan Teluk Betung. Genangan umumnya mencapai 

20–80 cm serta mengganggu puluhan rumah dan fasilitas umum. Tahun 2023, pola 

yang sama berlanjut dengan intensitas lebih tinggi; beberapa wilayah seperti 

Sukarame dan Way Lunik mengalami banjir hingga 1 meter, sementara titik-titik 

strategis seperti jalan arteri Soekarno-Hatta dan kawasan sekolah juga terdampak. 

Puncak permasalahan terlihat pada tahun 2024, di mana banjir besar merendam 

ratusan rumah, seperti 239 rumah di Gedung Pakuan dan 300 rumah di Pesawahan, 

dengan luasan terdampak mencapai 11 hektare di Rajabasa Nunyai dan wilayah 

sekitar. Situasi ini menunjukkan bahwa banjir tidak lagi bersifat insidental, 

melainkan telah menjadi bencana berulang yang mengindikasikan kerentanan 

sistemik. Memasuki tahun 2025, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) mencatat banjir terus terjadi di berbagai titik, salah satunya di Kelurahan 

Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, dengan rumah terendam dan 

dilakukannya evakuasi oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD).4 Dokumen tahun 2025 bahkan memuat lebih dari 700 baris kejadian, 

menandakan bahwa potensi dan insidensi banjir semakin meluas dan konsisten 

sepanjang tahun. 

 
Untuk mengantisipasi dan menangani berbagai potensi bencana banjir tersebut dan 

bencana lainnya, pemerintah telah membentuk lembaga khusus yang berfokus pada 

penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setiap pemerintah daerah di 

tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diwajibkan membentuk lembaga serupa yang 

menangani urusan kebencanaan di wilayahnya.5 Lembaga ini kemudian dikenal 

sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas mengoordinasikan 

upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan ketika bencana terjadi. Dalam 
 

4 BPBD Bandar Lampung, (2025) “Data BPBD Bandar Lampung,” 
https://bpbd.bandarlampungkota.go.id/. Diakses pada 21 Agustus 2025, pukul: 09.55 
5 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana”. 
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konteks legislasi nasional maupun daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) merupakan lembaga yang secara resmi diberikan mandat untuk 

menyelenggarakan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Mandat ini 

tertuang dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa penanganan bencana harus 

dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi. 

 
Faktor-faktor penyebab banjir di Kota Bandar Lampung menjadi perhatian utama 

dalam perencanaan mitigasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD). Selain intensitas curah hujan yang tinggi, persoalan sumbatan 

saluran drainase akibat akumulasi sampah rumah tangga merupakan penyebab 

dominan yang memperparah genangan di kawasan perkotaan. Kondisi ini 

diperburuk oleh sedimentasi pada badan sungai dan drainase sekunder, yang 

mengurangi kapasitas tampung aliran dan menghambat proses pembuangan air ke 

hilir.6 Di banyak lokasi, hasil peninjauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) menunjukkan bahwa tingginya sedimen dan penyempitan alur sungai 

terjadi karena kurangnya kegiatan normalisasi secara berkala. Di sisi lain, 

rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan 

lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga fungsi ruang 

terbuka hijau turut memicu tingginya frekuensi dan dampak banjir. Pola perilaku 

ini menandakan bahwa upaya mitigasi struktural harus diimbangi dengan mitigasi 

nonstruktural berupa edukasi publik, penguatan kapasitas komunitas, dan 

pembentukan budaya kesiapsiagaan masyarakat. 

 
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan 

bencana sangat penting dan mencakup berbagai aspek. Peran pertama yang 

dijalankan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebagai 

koordinator. Seluruh proses koordinasi, mulai dari tahap persiapan, penanganan 

saat bencana terjadi, hingga tahap pemulihan, berada di bawah tanggung jawab 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  agar penanggulangan dapat 
 

6 Aliyyah Ratu Syahrani, Arlan Siddha, and Noer Apptika Fujilestari, (2025). “Peran Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir Di Desa 
Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala,” Jurnal Kolaboratif Sains 8, no. 5 : 2319–27. 
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berlangsung secara tertib dan efektif. Kebutuhan koordinasi ini akan berbeda pada 

setiap situasi, tergantung pada jenis dan cakupan bencana yang terjadi. Dalam 

kapasitasnya sebagai koordinator, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) dinilai telah menjalankan fungsi tersebut dengan cukup baik. Selain itu, 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga berperan sebagai penyedia 

informasi bagi masyarakat. Salah satu bentuknya adalah memberikan sosialisasi 

mengenai wilayah-wilayah rawan bencana. Informasi tersebut biasanya 

disampaikan melalui peta rawan bencana yang disusun oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) sebagai acuan awal untuk menentukan tingkat kerentanan 

suatu daerah. Dengan adanya penyebaran informasi ini, masyarakat diharapkan 

lebih memahami risiko di sekitarnya dan dapat meningkatkan kesiapsiagaan. 

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri merupakan 

bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam upaya menciptakan sistem 

penanggulangan bencana yang menyeluruh dan terstruktur. 7 

 
Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung perlu mengimplementasikan berbagai 

tindakan strategis yang bersifat preventif maupun responsif. Salah satu langkah 

utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik internal Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun masyarakat umum, melalui 

program pelatihan, pendidikan kesiapsiagaan, simulasi evakuasi, serta sosialisasi 

mengenai potensi risiko banjir di lingkungan rawan. Upaya ini penting untuk 

membangun budaya sadar bencana dan memperkuat kemampuan masyarakat dalam 

melakukan tindakan cepat saat kejadian banjir. Selain itu, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) perlu melakukan optimalisasi sistem informasi 

kebencanaan, termasuk pemutakhiran data rawan banjir, penguatan sistem 

peringatan dini (early warning system), serta pemanfaatan teknologi informasi 

untuk mempercepat penyebaran informasi kepada publik. Hal ini berperan penting 
 

 
7 Aditiya Setiawan et al., (2024). “Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( Bpbd ) 
Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Balikpapan,” Jurnal Keselamatan, Kesehatan 
Kerja Dan Lindungan Lingkungan 10, no. 1 : 42–48 
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dalam memastikan bahwa setiap potensi ancaman dapat direspons lebih dini dan 

tepat sasaran. 

 
Di sisi struktural, peningkatan sarana serta prasarana penanggulangan banjir seperti 

pengadaan peralatan evakuasi, pompa penyedot air, armada mobil rescue, serta 

dukungan logistik menjadi keharusan untuk memastikan efektivitas penanganan di 

lapangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga perlu 

memperkuat fungsi koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, meliputi 

perangkat daerah terkait, TNI/POLRI, kelurahan, relawan, serta masyarakat lokal 

agar proses mitigasi dan penanganan darurat dapat berjalan terpadu.Selanjutnya, 

penetapan status tanggap darurat dan pengalokasian anggaran yang memadai 

merupakan langkah penting guna mempercepat mobilisasi sumber daya dan 

pelaksanaan operasi penanggulangan banjir.8 Mekanisme pendanaan yang cepat 

dan fleksibel memungkinkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

bergerak lebih efektif dalam menghadapi peningkatan risiko banjir yang semakin 

kompleks dari tahun ke tahun. 

 
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka muncul sebuah ketertarikan 

untuk meneliti peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam 

mitigasi bencana banjir di Kota Bandar Lampung yang mana hal ini berasal dari 

kenyataan bahwa peristiwa banjir masih terjadi dengan frekuensi yang tinggi dan 

memberikan dampak sosial-ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat khususnya 

di kota Bandar Lampung. Setiap kali bencana banjir ini melanda pemukiman, 

aktivitas warga terganggu, infrastruktur rusak, perekonomian melemah, dan 

kualitas hidup masyarakat di daerah rawan semakin menurun. Situasi ini 

menunjukkan bahwa upaya mitigasi yang telah dilaksanakan masih perlu dievaluasi 

agar lebih efektif dalam mengurangi risiko bencana. Melalui penelitian ini, penulis 

berupaya memahami bagaimana efektivitas program mitigasi yang selama ini 

dijalankan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), termasuk menelaah 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 
 

8 Chandra Trisatio, (2022). “PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
(BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA PADA TAHAP PRA BENCANA BANJIR 
DI KAPUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH,” Asdaf Kabupaten Aceh Barat, 1–7. 



7 
 

 
 

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk 

membahas lebih jauh mengenai masalah ini dalam bentuk penelitian ilmiah dengan 

judul "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi 

Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung." 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, guna mencapai tujuan penelitian 

ini, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam 

mitigasi bencana banjir di Kota Bandar Lampung? 

2) Faktor - faktor apa sajakah yang menjadi pemnghambat dalam pelaksanaan 

mitigasi bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD)? 

1.3 Ruang Lingkup 

 
Penelitian ini berada di dalam ruang lingkup bidang Hukum Administrasi Negara 

pada umumnya, dan secara khusus akan membahas mengenai peran Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana banjir di Kota 

Bandar Lampung. 

 
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

 
1.4.1 Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Untuk mengetahui dan memahami peran Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana banjir di Kota Bandar Lampung. 

2) Untuk Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan mitigasi bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum 

Administrasi Negara, khususnya mengenai peran kelembagaan pemerintah 

daerah dalam penanggulangan dan mitigasi bencana, serta menjadi referensi 

ilmiah bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan dating. 

2) Manfaat Praktis 

Memberikan masukan dan rekomendasi yang aplikatif bagi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung serta 

Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan 

mitigasi bencana banjir yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip good 

governance. 



 

 
 
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Peran 
 

2.1.1 Pengertian Peran 
 

Peiran beirarti seisuiatui yang dimainkan ataui dijalankan.9 Peiran dideifinisikan seibagai 

seibuiah aktivitas yang dipeirankan ataui dimainkan oleih seiseiorang yang meimpuinyai 

keiduiduikan ataui statuis sosial dalam organisasi. Peiran dalam konteiks organisasi 

puiblik dapat diartikan seibagai seirangkaian keigiatan ataui tangguing jawab yang 

dijalankan oleih individui mauipuin leimbaga seisuiai deingan fuingsi yang teilah 

diteintuikan. Fuingsi teirseibuit uimuimnya diteitapkan meilaluii peiratuiran ataui norma 

keileimbagaan yang meingikat dalam peilaksanaan tuigas-tuigas organisasi. Dalam 

peilaksanaannya, peiran teirbagi meinjadi duia kateigori: peiran yang diharapkan 

(eixpeicteid rolei) dan peiran aktuial yang dijalankan (peirformeid rolei). Ada juiga yang 

meilahirkan faktor peinduikuing dan peinghambat dalam meilaksanakan tuigasnya.10 

 
Meinuiruit Aguis Dwiyanto, peiran leimbaga peimeirintah dalam peilayanan puiblik 

diteintuikan oleih keimampuian birokrasi uintuik beirtindak akuintabeil, reisponsif, dan 

adaptif teirhadap keibuituihan masyarakat. Artinya, suiatui leimbaga puiblik haruis 

mampui meinjalankan peiran seicara eifeiktif deingan meimpeirhatikan prinsip good 

goveirnancei dan asas-asas uimuim peimeirintahan yang baik.11 
 
 

 
9 Deiparteimein Peindidikan Nasional, Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia Eidisi Keieimpat, (Jakarta:PT. 
Grameidia Puistaka Uitama, 2014) 
10 Fatuirrahman. 2018. Konseiptuialisasi Mitigasi Beicana Meilaluii Peirspeiktif Keibijakn Puiblik. 
Juirnal Ilmui Peimeirintahan Dan Sosial Politik. 3(2). hlm. 10. 
11 Dwiyanto, A. (2024). Teiori Administrasi Puiblik dan Peineirapannya di Indoneisia. Yogyakarta: 
UiGM Preiss. 
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Peiran meinuiruit Soeirjono Soeikanto, yaitui peiran meiruipakan aspeik dinamis 

keiduiduikan (statuis), apabila seiseiorang meilaksankan hak dan keiwajibannya seisuiai 

deingan keiduiduikannya, maka ia meinjalankan suiatui peiranan.12 peimahaman teintang 

peiran juiga dikeimbangkan dalam stuidi administrasi neigara seibagai bagian dari 

keirangka teioritik uintuik meinilai eifeiktivitas suiatui leimbaga peimeirintah. Peiran tidak 

hanya meinceirminkan tuigas formal yang dieimban, teitapi juiga meincakuip eikspeiktasi 

sosial yang meileikat pada keiduiduikan leimbaga teirseibuit dalam struiktuir 

peimeirintahan. 

 
Seilain itui, meinuiruit Kartasasmita, peiran peimeirintahan dalam peimbanguinan dan 

peilayanan puiblik haruis diwuijuidkan dalam beintuik keirja nyata yang beirdampak 

langsuing pada masyarakat. Hal ini meincakuip tangguing jawab moral dan 

administratif peimeirintah uintuik hadir dan meimbeirikan peirlinduingan teirhadap 

ancaman beincana, meilaluii fuingsi-fuingsi keileimbagaan yang dijalankan seicara 

optimal.13 Seijalan deingan itui, konseip peiran dalam keileimbagaan peimeirintahan juiga 

tidak dapat dileipaskan dari keirangka huikuim administrasi neigara. Philipuis M. 

Hadjon meineigaskan bahwa leimbaga peimeirintah dalam meinjalankan peirannya 

wajib tuinduik pada asas-asas uimuim peimeirintahan yang baik (AUiPB) seibagai 

prinsip uitama dalam peinyeileinggaraan administrasi puiblik yang beirsih, akuintabeil, 

dan profeisional.14 

2.1.2 Macam Macam Peran 

 
Beirdasarkan cara meimpeiroleihnya, peiran dapat dibeidakan meinjadi beibeirapa 

macam seibagaimana dijeilaskan oleih Soeikanto, yaitui:15 

1) Peiran Bawaan (Ascribeid Roleis) 

Peiran bawaan adalah peiran yang dimiliki seiseiorang seijak lahir ataui 

dipeiroleih seicara otomatis tanpa uisaha ataui pilihan pribadi. Peiran ini 

 
12 Nuiruini dan Kuistini, (2011). Eixpeirieintal Markeiting, Eimotional Branding, and Brand, Juirnal 
Manajeimein dan Keiwirauisahaan Vol.7 (1). 
13 Kartasasmita, G. (1996). Administrasi Peimbanguinan: Peirkeimbangan Peimikiran dan Praktik di 
Indoneisia. Jakarta: LP3EiS. 
14 Hadjon, P. M. (2007). Peingantar Huikuim Administrasi Indoneisia. Yogyakarta: Gadjah Mada 
Uiniveirsity Preiss. hlm. 262. 
15 Soeirjono Soeikanto, (2013). Sosiologi Suiatui Peingantar, Jakarta: Rajawali Preiss, hlm. 214-215 
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biasanya beirakar dari struiktuir sosial ataui norma buidaya yang meingatuir 

posisi seiseiorang dalam masyarakat. Contohnya adalah peiran seibagai anak 

dari orang tuia teirteintui, seibagai kakak ataui adik, ataui seibagai anggota suiatui 

suikui bangsa. Peiran ini beirsifat teitap dan ceindeiruing tidak dapat diuibah, 

kareina beirhuibuingan eirat deingan faktor-faktor biologis dan sosial seijak 

lahir. Meiskipuin tidak dipilih, peiran ini teitap meimbawa tangguing jawab 

sosial, misalnya keiwajiban seiorang kakak uintuik meinjaga adiknya. 

2) Peiran Pilihan (Achieiveid Roleis) 

Beirbeida dari peiran bawaan, peiran pilihan adalah peiran yang dipeiroleih 

meilaluii uisaha, peincapaian, ataui proseis sosial teirteintui yang diseingaja. 

Seiseiorang dapat meimilih uintuik meinjadi guirui, dokteir, peingacara, ataui 

peijabat puiblik, asalkan meimeinuihi syarat dan meilaluii proseis peindidikan 

seirta peilatihan. Peiran ini beirsifat fleiksibeil kareina dapat beiruibah seisuiai 

deingan pilihan hiduip seiseiorang. Dalam konteiks organisasi, peiran pilihan 

seiring kali dikaitkan deingan preistasi ataui kompeiteinsi yang dimiliki oleih 

individui, seihingga posisi teirseibuit dicapai beirdasarkan meiritokrasi. Seilain 

itui, peiran pilihan meimbawa tangguing jawab yang leibih beisar kareina seicara 

sadar dipilih dan dieimban oleih individui yang beirsangkuitan. 

3) Peiran yang Diharapkan (Eixpeicteid Roleis) 

Peiran yang diharapkan adalah seipeirangkat tindakan, sikap, ataui peirilakui 

yang dianggap pantas ataui seimeistinya dijalankan oleih seiseiorang yang 

meimeigang posisi teirteintui meinuiruit pandangan masyarakat ataui instituisi. 

Misalnya, seiorang keipala BPBD diharapkan beirsikap tanggap, komuinikatif, 

dan meimiliki keimampuian manajeirial yang baik dalam situiasi daruirat. Peiran 

ini muincuil dari harapan sosial yang meileikat pada suiatui jabatan ataui 

keiduiduikan dan seiring kali meinjadi standar kineirja moral yang dijadikan 

uikuiran oleih masyarakat. Keiseisuiaian antara peiran yang diharapkan dan 

peiran aktuial yang dijalankan akan meimeingaruihi tingkat keipeircayaan puiblik 

teirhadap leimbaga teirseibuit. 

4) Peiran yang Diseisuiaikan (Actuial Roleis) 

Peiran yang diseisuiaikan adalah peiran yang dijalankan seicara nyata oleih 

individui ataui leimbaga, diseisuiaikan deingan kondisi sosial, politik, ataui 



12 
 

lingkuingan teirteintui. Meiskipuin suidah ada eikspeiktasi sosial, dalam 

praktiknya seiseiorang bisa meinyeisuiaikan peirannya agar reileivan dan eifeiktif 

di lapangan. Misalnya, dalam situiasi beincana yang beirbeida, BPBD bisa 

meinjalankan strateigi beirbeida dalam mitigasi banjir, diseisuiaikan deingan 

skala beincana, kondisi masyarakat, seirta suimbeir daya yang teirseidia. Peiran 

ini meinceirminkan fleiksibilitas dan keimampuian adaptasi dalam meinjawab 

tantangan nyata. 

 
Leivinson dalam Soeikanto meingeimuikakan bahwa peiran meincakuip tiga hal, yaitui:16 

1) Peiran meilipuiti norma-norma yang dihuibuingkan deingan posisi ataui teimpat 

seiseiorang dalam masyarakat. 

2) Peiran adalah suiatui konseip teintang apa yang dapat dilakuikan oleih individui 

dalam masyarakat seibagai organisasi. 

3) Peiran juiga dapat dikatakan seibagai peirilakui individui yang peinting bagi 

struiktuir sosial masyarakat. 

 
2.2 Kewenangan 

 
2.2.1 Pengertian Kewenangan 

 
Keiweinangan beirasal dari istilah "weiweinang", yang meiruijuik pada hak dan kuiasa 

yang dimiliki oleih seiseiorang ataui leimbaga uintuik meilaksanakan suiatui tindakan. 

Dalam konteiks huikuim dan administrasi, keiweinangan meiruipakan beintuik keikuiasaan 

yang beirsifat formal, artinya beirsuimbeir dari peiratuiran peiruindang-uindangan. 

Keiweinangan ini dapat dibeirikan oleih leimbaga leigislatif meilaluii uindang-uindang, 

ataui beirasal dari otoritas administratif eikseikuitif. Biasanya, suiatui keiweinangan 

meincakuip hak uintuik meingatuir dan meingeilola seikeilompok orang ataui meinangani 

uiruisan-uiruisan teirteintui dalam bidang peimeirintahan.17 

 
Keiweinangan ataui weiweinang meiruipakan konseip inti dalam huikuim administrasi 

neigara dan tata peimeirintahan. Meinuiruit H.D. Stouit, keiweinangan adalah 

keiseiluiruihan atuiran-atuiran yang beirkeinaan deingan peiroleihan dan peingguinaan 

 
16 Ibid., hlm. 213 
17 Prajuidi Admosuidirjo. (2001). Teiori Keiweinangan. PT. Rineika Cipta Jakarta, hlm. 6. 
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weiweinang peimeirintahan oleih suibjeik huikuim puiblik dalam huibuingan huikuim 

puiblik.18 Seidangkan meinuiruit Bagir Manan, weiweinang dalam bahasa huikuim tidak 

sama deingan keikuiasaan. Keikuiasaan hanya meinggambarkan hak uintuik beirbuiat ataui 

tidak beirbuiat. Dalam huikuim, weiweinang seikaliguis beirarti hak dan keiwajiban.19 

Indroharto meineirangkan bahwa weiweinang dipeiroleih seicara atribuisi, deileigasi, dan 

mandat. Weiweinang yang dipeiroleih seicara atribuisi, yaitui peimbeirian weiweinang 

peimeirintahan yang barui oleih suiatui keiteintuian dalam peiratuiran peiruindang- 

uindangan. Seidangkan deileigasi adalah peilimpahan weiweinang peimeirintahan dari 

satui organ peimeirintahan keipada organ peimeirintahan lainnya.20 

 
Dalam huikuim administrasi neigara, keiweinangan meimiliki peiran peinting kareina 

meineintuikan batas-batas leigalitas suiatui tindakan peimeirintah. Prinsip leigalitas 

meingharuiskan bahwa seitiap tindakan peijabat administrasi neigara haruis 

beirdasarkan keiweinangan yang sah dari peiratuiran peiruindang-uindangan. Apabila 

suiatui tindakan dilakuikan tanpa keiweinangan (onbeivoeigd), ataui meilampauii 

keiweinangan (deitouirneimeint dei pouivoir), maka tindakan teirseibuit dapat dibatalkan 

ataui dianggap tidak sah. Keiweinangan dapat diartikan seibagai keimampuian uintuik 

meilaksanakan suiatui aktivitas dalam organisasi, yang meincakuip hak uintuik 

meimbeirikan peirintah keipada pihak lain guina meilakuikan ataui tidak meilakuikan 

suiatui tindakan deimi teircapainya tuijuian beirsama. Dalam kaitannya deingan 

peingorganisasian, keiweinangan beirpeiran peinting dalam peimbeintuikan struiktuir 

organisasi yang diseisuiaikan deingan tuijuian, suimbeir daya yang teirseidia, seirta 

lingkuingan yang ada.21 

Ditinjaui dari waktui peilaksanaan suiatui program ataui keigiatan, keiweinangan dapat 

dibeidakan meinjadi duia beintuik: 

1) Keiweinangan preiveintif adalah beintuik keiweinangan yang dijalankan seibeiluim 

suiatui keigiatan dilakuikan. Tuijuiannya adalah uintuik meinceigah teirjadinya 

keisalahan ataui peinyimpangan seijak dini. Uimuimnya, keiweinangan ini 

 
18 Ridwan HR, Huikuim Administrasi Neigara, (Jakarta: Raja Grafindo Peirsada, 2013), hlm. 98. 
19 Bagir Manan, (2000). Weiweinang Provinsi, Kabuipatein, dan Kota dalam Rangka Otonomi 
Daeirah, Banduing: Fakuiltas Huikuim Uinpad, hlm. 1-2 
20 Indroharto, (1996). Uisaha Meimahami Uindang-Uindang teintang Peiradilan Tata Uisaha Neigara, 
Jakarta: Puistaka Sinar Harapan, hlm. 91. 
21 Muiammar Himawan, (2004). Pokok-Pokok Organisasi Modeirn. Bina Ilmui. Jakarta, hlm. 52 
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diguinakan agar peilaksanaan program dapat seisuiai reincana dan tidak 

meinimbuilkan keiruigian bagi organisasi. Keiweinangan ini akan leibih eifeiktif 

jika dijalankan oleih atasan langsuing, kareina meimuingkinkan deiteiksi awal 

atas poteinsi peinyimpangan. 

2) Keiweinangan reipreisif adalah keiweinangan yang diteirapkan seiteilah suiatui 

keigiatan seileisai dilaksanakan. Biasanya dilakuikan pada akhir peiriodei 

peilaporan program, deingan tuijuian uintuik meingeivaluiasi peilaksanaan dan 

meineiluisuiri keimuingkinan adanya peilanggaran ataui peinyimpangan dari 

keiteintuian yang beirlakui. 

 
2.2.2 Sumber dan Macam – Macam Kewenangan 

 
Suimbeir keiweinangan meiruipakan dasar yuiridis yang meimbeirikan leigitimasi bagi 

suiatui organ peimeirintahan uintuik beirtindak dalam kapasitas huikuimnya. Dalam 

sisteim keitataneigaraan Indoneisia, suimbeir keiweinangan beirkaitan eirat deingan prinsip 

leigalitas, di mana seitiap tindakan peimeirintahan haruis meimiliki dasar huikuim yang 

sah. Hal ini peinting uintuik meinjamin bahwa seigala beintuik keipuituisan dan tindakan 

yang diambil oleih organ peimeirintahan tidak beirsifat seiweinang-weinang, meilainkan 

tuinduik pada norma huikuim yang beirlakui. Meinuiruit Ridwan HR, keiweinangan dapat 

dipeiroleih meilaluii tiga cara uitama, yaitui:22 

1) Atribuisi adalah peimbeirian keiweinangan seicara langsuing oleih konstituisi ataui 

uindang-uindang keipada suiatui organ peimeirintahan uintuik meinjalankan 

fuingsi teirteintui. Keiweinangan ini beirsifat asli dan meileikat pada jabatan, 

seihingga tidak dapat ditarik keimbali oleih pihak lain. Contohnya, 

keiweinangan Preisidein uintuik meingangkat duita beisar seibagaimana diatuir 

dalam UiUiD 1945 adalah beintuik atribuisi. 

2) Deileigasi meiruipakan peilimpahan keiweinangan dari organ peimeirintahan 

yang leibih tinggi keipada organ yang leibih reindah ataui seitara dalam struiktuir 

birokrasi, dan beirsifat deifinitif. Dalam deileigasi, keiweinangan dan tangguing 

jawab huikuim beiralih seipeinuihnya keipada peineirima deileigasi. Misalnya, 
 
 

 
22 Ridwan HR, Op. Cit., hlm. 101-102. 
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meinteiri yang meindeileigasikan seibagian keiweinangannya keipada direiktuir 

jeindeiral dalam keimeinteirian. 

3) Mandat adalah peimbeirian tuigas oleih peijabat yang beirweinang keipada 

bawahannya uintuik meilaksanakan seibagian keiweinangannya atas nama 

peimbeiri mandat. Beirbeida dari deileigasi, dalam mandat tangguing jawab 

huikuim teitap beirada pada peimbeiri mandat. Mandat lazim diguinakan dalam 

peilaksanaan teiknis administrasi peimeirintahan seihari-hari. 

 
Seicara khuisuis, keiweinangan juiga meinganduing uinsuir hak, keiwajiban, dan tangguing 

jawab yang meileikat pada masing-masing leiveil peimeirintahan. Meilaluii meikanismei 

atribuisi, distribuisi, deileigasi, dan mandat, dapat teirlihat peimbagian yang jeilas antara 

satui tingkatan peimeirintahan deingan tingkatan lainnya. Peirbeidaan ini meinjadi 

landasan uitama yang meinciptakan ruiang lingkuip keiweinangan yang beirbeida-beida, 

seikaliguis meinceirminkan batas dan tangguing jawab konstituisional yang dimiliki 

oleih masing-masing leimbaga dalam struiktuir peimeirintahan suiatui neigara. Oleih 

kareina itui, peimbeirian keiweinangan keipada peimeirintah daeirah juiga haruis diseirtai 

deingan komitmein kuiat dalam peimbinaan, alokasi suimbeir daya manuisia yang 

meimadai, seirta peinyeidiaan sarana dan prasarana yang dipeirluikan, agar peilaksanaan 

keiweinangan teirseibuit beinar-beinar dapat diteirapkan seicara eifeiktif dan tidak hanya 

beirsifat administratif seimata. 

 
Dalam sisteim peimeirintahan Indoneisia, seimuia keiweinangan peimeirintah pada 

hakikatnya beirsuimbeir dari konstituisi (UiUiD 1945) dan peiratuiran peiruindang- 

uindangan tuiruinannya. Keiweinangan-keiweinangan teirseibuit keimuidian dialokasikan 

seicara sisteimatis meilaluii atribuisi oleih uindang-uindang, seirta dapat dialihkan leibih 

lanjuit meilaluii deileigasi dan mandat keipada beirbagai tingkatan peimeirintahan di 

tingkat puisat mauipuin daeirah. BPBD seibagai peirangkat daeirah meimpeiroleih 

keiweinangan dalam bidang peinangguilangan beincana beirdasarkan seijuimlah 

keiteintuian normatif, antara lain: 

1) Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2007 teintang Peinangguilangan Beincana 

2) Peiratuiran Peimeirintah Nomor 21 Tahuin 2008 teintang Peinyeileinggaraan 

Peinangguilangan Beincana 
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3) Peiratuiran Keipala Badan Nasional Peinangguilangan Beincana (BNBP) 

Nomor 3 Tahuin 2008 teintang Peimbeintuikan Badan Peinangguilangan 

Beincana Daeirah (BPBD) 

4) Peiratuiran Daeirah teintang peimbeintuikan dan suisuinan organisasi Badan 

Peinangguilangan Beincana Daeirah (BPBD) 

5) Peiratuiran Keipala Daeirah teintang tuigas pokok dan fuingsi Badan 

Peinangguilangan Beincana Daeirah (BPBD) 

 
Beirdasarkan sifatnya, Indroharto meimbagi keiweinangan meinjadi:23 

1) Keiweinangan Teirikat (Geibuindeinei beivoeigdheiid) 

Keiweinangan teirikat adalah keiweinangan yang peilaksanaannya wajib seisuiai 

deingan keiteintuian huikuim ataui peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui. 

Dalam hal ini, peijabat administrasi neigara tidak meimiliki ruiang uintuik 

meinafsirkan ataui meimbuiat keipuituisan beirbeida dari apa yang teilah diatuir. 

Seimuia uinsuir peilaksanaannya teilah diteintuikan: Siapa yang beirtindak, Kapan 

keiweinangan itui diguinakan, Bagaimana proseiduir peingguinaannya, Seirta isi 

keipuituisan ataui tindakan yang diambil. Keiweinangan teirikat meinjamin 

adanya keipastian huikuim dan peirlinduingan huikuim bagi warga neigara 

kareina keipuituisan yang diambil beirsifat normatif. 

2) Keiweinangan Beibas / Diskreisi (Discreitionairei beivoeigdheiid) 

Keiweinangan beibas ataui diskreisi adalah keiweinangan yang meimbeirikan 

ruiang keibeibasan bagi peijabat administratif uintuik meimilih dan meineintuikan 

cara beirtindak ataui isi keipuituisan keitika huikuim tidak meimbeirikan peituinjuik 

yang jeilas ataui beirsifat uimuim. Diskreisi muincuil keitika: Tidak ada atuiran 

huikuim yang seicara speisifik meingatuir, Situiasi meindeisak meimbuituihkan 

keipuituisan ceipat, Huikuim beirsifat samar ataui fleiksibeil dalam peineirapannya. 

Diskreisi tidak beirarti beibas seibeibas-beibasnya, meilainkan haruis dilakuikan 

beirdasarkan asas uimuim peimeirintahan yang baik (AUiPB), teirmasuik asas 

proporsionalitas, keipastian huikuim, dan akuintabilitas. 
 
 
 

 
23 Indroharto, Op. Cit., hlm. 94. 
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2.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
 

2.3.1 Dasar Hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
 

Badan Peinangguilangan Beincana Daeirah (BPBD) meiruipakan peirangkat daeirah 

yang dibeintuik uintuik meinyeileinggarakan peinangguilangan beincana di tingkat 

provinsi mauipuin kabuipatein/kota. Keibeiradaan BPBD meiruipakan amanat dari 

Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2007 teintang Peinangguilangan Beincana, yang 

meiwajibkan seitiap peimeirintah daeirah meimbeintuik leimbaga peinangguilangan 

beincana uintuik meilaksanakan peinangguilangan beincana seicara meinyeiluiruih, muilai 

dari tahap prabeincana, tanggap daruirat, hingga pascabeincana24 Keiteintuian ini 

dipeirkuiat dalam Peiratuiran Peimeirintah Nomor 21 Tahuin 2008 teintang 

Peinyeileinggaraan Peinangguilangan Beincana, yang meinjeilaskan bahwa BPBD 

meimiliki fuingsi koordinasi, komando, dan peilaksana teiknis dalam 

peinyeileinggaraan peinangguilangan beincana di daeirah.25 

 
Peiratuiran Preisidein Nomor 8 Tahuin 2008 teintang Badan Nasional Peinangguilangan 

Beincana (BNPB) meinjadi dasar peimbeintuikan struiktuir keileimbagaan BPBD seibagai 

peirpanjangan tangan Badan Nasional Peinangguilangan Beincana (BNPB) di daeirah. 

Keiteintuian. 26teiknis peilaksanaan dan struiktuir organisasi BPBD dijabarkan meilaluii 

Peiratuiran Meinteiri Dalam Neigeiri Nomor 46 Tahuin 2008 teintang Peidoman 

Organisasi dan Tata Keirja BPBD yang meineitapkan bahwa BPBD teirdiri atas uinsuir 

peingarah dan peilaksana seirta bidang-bidang teiknis seisuiai keibuituihan daeirah.27 

 
BPBD meiruipakan koordinator peilaksana peinangguilangan beincana di daeirah yang 

beirada di bawah dan beirtangguing jawab langsuing keipada Keipala Daeirah 

(Guibeirnuir ataui Buipati/Walikota). Leimbaga ini dibeintuik uintuik meinjawab 

keibuituihan akan adanya koordinasi yang eifeiktif dan eifisiein dalam peinangguilangan 

beincana  di  daeirah,  seihingga  peinanganan  beincana  dapat  dilakuikan  seicara 
 
 

24 Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2007 teintang Peinangguilangan Beincana. Leimbaran Neigara RI 
Tahuin 2007 No. 66. 
25 Peiratuiran Peimeirintah Nomor 21 Tahuin 2008 teintang Peinyeileinggaraan Peinangguilangan 
Beincana. Leimbaran Neigara RI Tahuin 2008 No. 42. 
26 Peiratuiran Preisidein Nomor 8 Tahuin 2008 teintang BNPB 
27 Peiratuiran Meinteiri Dalam Neigeiri Nomor 46 Tahuin 2008 teintang Peidoman Organisasi dan Tata 
Keirja BPBD 
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sisteimatis, teireincana, teirkoordinasi, dan teirpadui.28 BPBD meimiliki keiduiduikan 

yang strateigis dalam sisteim peinangguilangan beincana di Indoneisia. Seibagai 

leimbaga yang beirada di bawah dan beirtangguing jawab langsuing keipada Keipala 

Daeirah, BPBD meimiliki keiweinangan yang cuikuip luias dalam meingkoordinasikan 

peilaksanaan peinangguilangan beincana di daeirah. Keiweinangan ini meincakuip 

koordinasi deingan instansi peimeirintah teirkait, leimbaga swadaya masyarakat, duinia 

uisaha, dan masyarakat dalam uipaya peinangguilangan beincana. 

 
Seicara filosofis, keibeiradaan BPBD meinceirminkan paradigma barui dalam 

peinangguilangan beincana di Indoneisia yang beirgeiseir dari peindeikatan reisponsif 

(tanggap daruirat) meinuijui peindeikatan preiveintif (peinceigahan dan keisiapsiagaan). 

Hal ini seijalan deingan keirangka Seindai uintuik Peinguirangan Risiko Beincana 2015- 

2030 yang meineikankan peintingnya uipaya peinguirangan risiko beincana seibagai 

inveistasi yang eifeiktif uintuik meiningkatkan keitangguihan masyarakat. 

 
Di Kota Bandar Lampuing, BPBD dibeintuik beirdasarkan Peiratuiran Daeirah Kota 

Bandar Lampuing Nomor 5 Tahuin 2010 teintang Peimbeintuikan Organisasi dan Tata 

Keirja BPBD Kota Bandar Lampuing. Peimbeintuikan ini meiruipakan langkah strateigis 

meingingat Kota Bandar Lampuing meimiliki karakteiristik geiografis yang reintan 

teirhadap beirbagai jeinis beincana, khuisuisnya banjir, tanah longsor, dan abrasi 

pantai.29 Dalam konteiks keileimbagaan, BPBD Kota Bandar Lampuing beirada di 

bawah dan beirtangguing jawab langsuing keipada Walikota Bandar Lampuing. 

 
Struiktuir organisasi BPBD Kota Bandar Lampuing teirdiri dari uinsuir peingarah dan 

uinsuir peilaksana. Uinsuir peingarah teirdiri dari peijabat peimeirintah daeirah teirkait, 

profeisional/ahli, dan masyarakat sipil. Seidangkan uinsuir peilaksana teirdiri dari 

Keipala Peilaksana, Seikreitariat, Bidang Peinceigahan dan Keisiapsiagaan, Bidang 

Keidaruiratan dan Logistik, seirta Bidang Reihabilitasi dan Reikonstruiksi. Seijak 

peimbeintuikannya, BPBD Kota Bandar Lampuing teilah meilakuikan beirbagai uipaya 

 
28 Kuisuimasari, Beivaola. (2014). Manajeimein Beincana dan Kapabilitas Peimeirintah Lokal. 
Yogyakarta: Gava Meidia, hlm. 45-47. 
29 Peiratuiran Daeirah Kota Bandar Lampuing Nomor 5 Tahuin 2010 teintang Peimbeintuikan Organisasi 
dan Tata Keirja Badan Peinangguilangan Beincana Daeirah Kota Bandar Lampuing. 
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dalam peinangguilangan beincana di wilayahnya, khuisuisnya beincana banjir yang 

keirap teirjadi di beibeirapa kawasan seipeirti Teiluik Beituing, Panjang, dan Rajabasa. 

Uipaya teirseibuit meincakuip keigiatan peinceigahan dan mitigasi, keisiapsiagaan, 

tanggap daruirat, seirta reihabilitasi dan reikonstruiksi.30Adapuin di tingkat provinsi, 

Peiratuiran Daeirah Provinsi Lampuing Nomor 3 Tahuin 2015 teintang Peinangguilangan 

Beincana meinjadi acuian uitama peilaksanaan peinangguilangan beincana seicara 

kompreiheinsif di seiluiruih wilayah Provinsi Lampuing, teirmasuik duikuingan keibijakan 

dan anggaran teirhadap BPBD Kota Bandar Lampuing.31 

 
Keiduiduikan dan tuigas BPBD juiga dipeirkuiat oleih Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 

2014 teintang Peimeirintahan Daeirah, yang meineitapkan peinangguilangan beincana 

seibagai uiruisan peimeirintahan wajib non-peilayanan dasar yang meinjadi tangguing 

jawab peimeirintah daeirah.32 

 
2.3.2 Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

 
Beirdasarkan Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2007 teintang Peinangguilangan 

Beincana, Badan Peinangguilangan Beincana Daeirah (BPBD) meiruipakan leimbaga 

daeirah yang dibeintuik uintuik meinyeileinggarakan fuingsi peinangguilangan beincana 

seicara kompreiheinsif dan teirpadui di tingkat provinsi mauipuin kabuipatein/kota. 

BPBD beirtuigas meilaksanakan peinyeileinggaraan peinangguilangan beincana yang 

meincakuip seiluiruih sikluis beincana, muilai dari pra-beincana, saat tanggap daruirat, 

hingga pasca-beincana. Tuigas-tuigas teirseibuit meilipuiti:33 

1) Meineitapkan peidoman dan peingarahan teirhadap uisaha peinangguilangan 

beincana 

BPBD beirtangguing jawab dalam meiruimuiskan dan meineitapkan arahan 

strateigis seirta peidoman opeirasional uintuik seiluiruih tahapan peinangguilangan 

beincana. Ini teirmasuik uipaya peinceigahan, peinanganan daruirat saat beincana 

teirjadi, seirta program reihabilitasi dan reikonstruiksi pasca beincana seicara 

adil dan seitara bagi seiluiruih lapisan masyarakat. 

 
30 Peiratuiran Daeirah Kota Bandar Lampuing Nomor 5 Tahuin 2010. 
31 Peiratuiran Daeirah Provinsi Lampuing Nomor 3 Tahuin 2015 teintang Peinangguilangan Beincana 
32 Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2014 teintang Peimeirintahan Daeirah. Leimbaran Neigara RI 
Tahuin 2014 No. 244 
33 Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2007 teintang Peinangguilangan Beincana. 



20 
 

2) Meineitapkan standardisasi dan keibuituihan teiknis dalam peinyeileinggaraan 

BPBD meinyuisuin standar opeirasional proseiduir (SOP) dan keibuituihan teiknis 

uintuik seitiap keigiatan peinangguilangan beincana, seipeirti peiralatan eivakuiasi, 

sisteim peiringatan dini, seirta logistik yang seisuiai deingan keiteintuian 

peiratuiran peiruindang-uindangan. 

3) Meinyuisuin, meineitapkan, dan meinyeibarluiaskan peita rawan beincana 

Peita rawan beincana diguinakan seibagai dasar dalam meinyuisuin reincana 

kontinjeinsi dan strateigi mitigasi beincana. BPBD beirtuigas meingideintifikasi 

wilayah yang meimiliki poteinsi beincana tinggi, teirmasuik wilayah yang 

seiring meingalami banjir, seipeirti dataran reindah, daeirah aliran suingai 

(DAS), seirta kawasan deingan sisteim drainasei buiruik. 

4) Meinyuisuin dan meineitapkan proseiduir teitap (protap) peinanganan beincana 

BPBD meinyuisuin protap uintuik seitiap jeinis beincana agar dapat direispons 

deingan ceipat, teipat, dan teirkoordinasi oleih beirbagai peimangkui 

keipeintingan. Protap ini meincakuip tahapan eivakuiasi, tanggap daruirat, 

distribuisi bantuian, dan peimuilihan situiasi. 

5) Meilaksanakan peinyeileinggaraan peinangguilangan beincana di wilayahnya 

BPBD meilaksanakan beirbagai keigiatan yang beirkaitan deingan 

peinguirangan risiko, keisiapsiagaan, tanggap daruirat, seirta peimuilihan pasca 

beincana di daeirah masing-masing seisuiai deingan kondisi lokal. 

6) Meilaporkan peinyeileinggaraan peinangguilangan beincana keipada keipala 

daeirah 

Dalam kondisi normal, peilaporan dilakuikan seicara beirkala seitiap builan. 

Namuin, dalam kondisi daruirat beincana, peilaporan dilakuikan seitiap saat 

guina meimastikan koordinasi dan peingambilan keipuituisan yang ceipat oleih 

keipala daeirah. 

7) Meingeindalikan peinguimpuilan dan peinyaluiran uiang dan barang bantuian 

Dalam situiasi beincana, BPBD beirfuingsi seibagai peingeindali logistik 

bantuian. BPBD meingeilola distribuisi bantuian uiang dan barang agar sampai 

keipada korban seicara teipat sasaran, transparan, dan beibas dari 

peinyimpangan. 
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8) Meimpeirtangguingjawabkan peingguinaan anggaran yang diteirima dari 

Anggaran Peindapatan dan Beilanja Daeirah (APBD) 

BPBD meimiliki keiwajiban meinyampaikan laporan peirtangguingjawaban 

keiuiangan atas dana yang dikeilola uintuik peinangguilangan beincana seisuiai 

prinsip akuintabilitas dan transparansi. 

9) Meilaksanakan keiwajiban lain seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran 

peiruindang-uindangan 

BPBD juiga meilaksanakan tuigas tambahan lainnya yang diteitapkan dalam 

peiratuiran puisat mauipuin daeirah, teiruitama yang beirkaitan deingan 

peiningkatan kapasitas keileimbagaan dan keisiapsiagaan beincana. 

2.3.3 Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
 

Fuingsi Badan Peinangguilangan Beincana Daeirah (BPBD) meiruipakan peirwuijuidan 

dari peiran strateigis leimbaga ini dalam meinyeileinggarakan sisteim peinangguilangan 

beincana yang ceipat, teireincana, dan meinyeiluiruih di daeirah. Beirdasarkan keiteintuian 

Peiratuiran Keipala BNPB Nomor 3 Tahuin 2008. BPBD Kota Bandar Lampuing 

meimiliki fuingsi-fuingsi uitama seibagai beirikuit:34 

1) Fuingsi Peiruimuisan dan Peineitapan Keibijakan 

BPBD meimiliki tangguing jawab uintuik meiruimuiskan dan meineitapkan 

keibijakan di bidang peinangguilangan beincana dan peinanganan peinguingsi. 

Keibijakan ini meilipuiti peinceigahan, mitigasi, tanggap daruirat, seirta 

reihabilitasi dan reikonstruiksi. Proseis peiruimuisan keibijakan dilakuikan 

deingan meimpeirhatikan karakteiristik risiko beincana lokal, keisiapan 

infrastruiktuir, dan partisipasi masyarakat. Peineitapan keibijakan ini beirsifat 

strateigis dan opeirasional, seirta haruis meinjamin bahwa peinangguilangan 

beincana dilaksanakan seicara ceipat, teipat, eifeiktif, dan eifisiein, deingan teitap 

beirlandaskan prinsip keimanuisiaan dan keiadilan. 

2) Fuingsi  Koordinasi 

Dalam peilaksanaan keigiatan peinangguilangan beincana, BPBD beirpeiran 

seibagai koordinator uitama yang meinginteigrasikan beirbagai pihak, seipeirti 

 
34 Peiratuiran Keipala BNPB Nomor 3 Tahuin 2008 teintang Peidoman Peimbeintuikan Badan 
Peinangguilangan Beincana Daeirah. 
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instansi peimeirintah daeirah, TNI/Polri, duinia uisaha, organisasi 

keimasyarakatan, dan reilawan keibeincanaan. Fuingsi ini peinting uintuik 

meimastikan tidak adanya tuimpang tindih keiweinangan ataui fragmeintasi 

dalam peilaksanaan keigiatan, baik seibeiluim, saat, mauipuin seisuidah beincana. 

Koordinasi juiga meincakuip peinyuisuinan reincana kontinjeinsi, peilaksanaan 

simuilasi beincana beirsama lintas instansi, seirta inteigrasi data spasial dan 

informasi peiringatan dini. 

3) Fuingsi Komando 

Pada saat teirjadi statuis tanggap daruirat beincana, BPBD meimiliki fuingsi 

komando peinuih atas seiluiruih keigiatan peinangguilangan beincana di 

wilayahnya. Hal ini meilipuiti peingambilan keipuituisan ceipat, peineintuian 

prioritas eivakuiasi, peindistribuisian logistik daruirat, dan peineimpatan suimbeir 

daya manuisia.Seibagai komando lapangan, BPBD beirtuigas meimastikan 

jalannya opeirasi daruirat beirjalan deingan lancar dan koordinasi seimuia aktor 

keibeincanaan dapat dikeindalikan seicara langsuing oleih Keipala Peilaksana 

BPBD ataui peijabat yang dituinjuik. 

4) Fuingsi Peilaksana 

Dalam fasei normal (tidak daruirat), BPBD juiga meinjalankan fuingsi seibagai 

peilaksana keigiatan peinangguilangan beincana, seipeirti sosialisasi risiko 

beincana, peilatihan keisiapsiagaan, peimbanguinan infrastruiktuir peingeindalian 

banjir, seirta peinataan ruiang beirbasis risiko beincana. Fuingsi ini meinjadikan 

BPBD seibagai eikseikuitor langsuing beirbagai program dan keigiatan yang 

teilah diteitapkan dalam dokuimein peireincanaan seipeirti Dokuimein Reincana 

Peinangguilangan Beincana (RPBD). 

 
Dalam peilaksanaan fuingsi-fuingsi teirseibuit, BPBD meimbagi tahapan 

peinangguilangan beincana meinjadi tiga fasei, yaitui : 

1) Pra Beincana 

Peilaksanaan peinanganan seibeiluim beincana meinuiruit yang Uindang-Uindang 

Nomor 24 Tahuin 2007, teilah dilaksanakan beibeirapa keigiatan seibagai 

langkah peinceigahan seibeiluim trjadinya beincana, yaitui meiningkatkan 

keisiapsiagaan teirhadap beincana, meimpeiringatkan masyarakat seicara dini, 
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dan meilakuikan uisaha peimuilihan dampak beincana. Meilaksanakan program 

keisiapsiagaan beincana meiruipakan tindakan pokok yang dilaksanakan guina 

meinsiasati keimuingkinan teirjadinya beincana meilaluii tindakan yang eifeiktif. 

Deingan adanya keisiapsiagaan ini, masyarakat haruis leibih beirhati-hati dan 

siap jika suiatui saat teirjadi beincana. Seilain itui, uipaya mitigasi beincana juiga 

dilakuikan deingan tuijuian meinguirangi reisiko beincana. 

2) Tanggap Daruirat 

Beirdasarkan keiteintuian dalam Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2007, 

program tanggap daruirat beincana adalah seikuimpuilan tindakan yang 

dilaksanakan keitika beincana teirjadi deingan tuijuian meingatasi dampak yang 

diakibatkan oleih beincana teirseibuit. Peinanganan saat keiadaan tanggap 

daruirat akibat beincana bisa dilakuikan meilaluii eivakuiasi seirta peinguingsian 

para korban, peirlinduingan harta beinda,peimeinuihan keipeirluian, keiamanan 

yang teirjamin, seirta peirbaikan sarana dan prasarana. 

3) Pasca Beincana 

Seiteilah teirjadinya suiatui beincana, peinanganan dapat dilaksanakan meilaluii 

keigiatan reihabilitasi juiga reikonstruiksi. Meinuiruit UiUi No 24 tahuin 2007, 

reihabilitasi yakni tindakan meimpeirbaiki seirta meingeimbalikan seigala 

bagian layanan puiblik hingga meincapai tingkat yang seisuiai di kawasan 

seisuidah teirjadi beincana. Tuijuian uitamanya adalah meingeimbalikan keiadaan 

normal dan keilancaran seimuia aspeik peimeirintahan dan keihiduipan 

masyarakat di wilayah seisuidah beincana. Peinanganan keiadaan daruirat 

akibat beincana bisa dilakuikan meilaluii eivakuiasi seirta peinguingsian para 

korban teirdampak banjir, peirlinduingan harta beinda, peimeinuihan keipeirluian, 

keiamanan teirjamin, juiga peirbaikan fasilitas sarana dan prasarana. 

 
2.4 Mitigasi Bencana Banjir 

 
2.4.1 Pengertian Mitigasi Bencana 

 
Mitigasi beincana meiruipakan langkah awal dalam meinguirangi poteinsi keiruigian 

yang timbuil akibat keijadian beincana. Tindakan ini beirtuijuian uintuik meimpeirkeicil 

risiko beincana teirhadap masyarakat dan lingkuingan meilaluii seirangkaian uipaya 

yang teireincana dan beirkeilanjuitan. Dalam praktiknya, mitigasi dapat beirbeintuik 
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peimbanguinan sarana fisik, peiningkatan kapasitas masyarakat, mauipuin peinguiatan 

sisteim huikuim dan keileimbagaan yang reileivan. 

 
Mitigasi beincana meiruipakan salah satui bagian dari keigiatan peinangguilangan 

beincana yang fokuis pada uipaya peinguirangan risiko beincana. Meinuiruit Uindang- 

Uindang Nomor 24 Tahuin 2007 teintang Peinangguilangan Beincana, mitigasi adalah 

seirangkaian uipaya uintuik meinguirangi risiko beincana, baik meilaluii peimbanguinan 

fisik mauipuin peinyadaran dan peiningkatan keimampuian meinghadapi ancaman 

beincana.35 

 
Seicara yuiridis, Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2007 teintang Peinangguilangan 

Beincana meinyeibuitkan bahwa mitigasi adalah rangkaian keigiatan yang dilakuikan 

uintuik meinuiruinkan dampak beincana, baik dari sisi keiruigian eikonomi mauipuin 

korban jiwa. Uipaya ini dilaksanakan seibeiluim beincana teirjadi dan beirsifat 

antisipatif teirhadap beirbagai ancaman yang beirpoteinsi meinimbuilkan keiruisakan 

ataui gangguian keihiduipan sosial masyarakat.36 Mitigasi beincana diklasifikasikan 

meinjadi duia kateigori uitama, yaitui mitigasi struiktuiral dan mitigasi non-struiktuiral. 

1) Mitigasi Struiktuiral 

Mitigasi Struiktuiral adalah seirangkaian tindakan yang beirtuijuian uintuik 

meinguirangi dampak buiruik beincana alam meilaluii peimbanguinan ataui peirbaikan 

fasilitas fisik dan infrastruiktuir teiknis. Uipaya ini meimeigang peiranan kruisial 

dalam strateigi mitigasi seicara keiseiluiruihan. Tuijuian uitama dari mitigasi 

struiktuiral adalah uintuik meimpeirkeicil keireintanan teirhadap ancaman beincana 

deingan meineirapkan prinsip-prinsip reikayasa dalam peimbanguinan infrastruiktuir 

yang leibih kuiat dan tahan teirhadap guincangan beincana, seihingga pada akhirnya 

dapat meinuiruinkan risiko keiruigian yang muingkin ditimbuilkan. Beibeirapa contoh 

tindakan mitigasi struiktuiral antara lain: 

a. Peimbanguinan tangguil di seipanjang suingai uintuik meinceigah luiapan air saat 

cuirah huijan tinggi. 
 
 

 
35 Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2007 teintang Peinangguilangan Beincana. 
36 Uindang-Uindang Reipuiblik Indoneisia Nomor 24 Tahuin 2007 teintang Peinangguilangan Beincana. 
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b. Peimbuiatan kolam reiteinsi dan suimuir reisapan seibagai peinampuing air huijan 

yang meilimpah, guina meinguirangi banjir. 

c. Sisteim drainasei kota yang dirancang mampui meingalirkan air huijan seicara 

eifisiein di kawasan padat peinduiduik. 

d. Banguinan tahan beincana, misalnya ruimah tahan geimpa ataui ruimah 

pangguing di wilayah rawan banjir. 

e. Normalisasi suingai dan peingeiruikan seidimein uintuik meinjaga kapasitas aliran 

air37 

2) Mitigasi Non-Struiktral 

Mitigasi non-struiktuiral adalah cara uintuik meiminimalisir akibat buiruik beincana 

tanpa meimbanguin ataui meinguibah banguinan fisik. Langkah-langkah ini leibih 

meingarah pada proseis peingambilan keipuituisan dan peimbuiatan keibijakan, 

misalnya deingan meinyuisuin atuiran dan uindang-uindang teintang peinanganan 

beincana. Contoh mitigasi non-struiktuiral antara lain: 

a. Peinyuisuinan dan peineirapan reiguilasi daeirah, seipeirti larangan meindirikan 

banguinan di seimpadan suingai. 

b. Inteigrasi mitigasi dalam peireincanaan tata ruiang dan keibijakan 

peimbanguinan daeirah. 

c. Peindidikan keibeincanaan di seikolah seibagai bagian dari kuirikuiluim formal. 

d. Peilatihan eivakuiasi dan simuilasi beincana seicara beirkala di lingkuingan 

masyarakat. 

e. Peinguiatan sisteim peiringatan dini (eiarly warning systeim) beirbasis 

komuinitas. 

f. Peimbeintuikan foruim PRB (Peinguirangan Risiko Beincana) yang meilibatkan 

masyarakat, peimeirintah daeirah, dan Leimbaga non-peimeirintah38 

 
Beincana alam meimbawa peingaruih beisar bagi keihiduipan seihari-hari masyarakat. 

Dampaknya meilipuiti peiruibahan drastis dalam cara hiduip, keiruisakan ataui 

keihilangan harta beinda, dan bahkan hilangnya nyawa. Akibatnya, keibuituihan 

individui mauipuin masyarakat seicara keiseiluiruihan meinjadi meiningkat. 
 

37 Nuigroho, S. S. (2021). Huikuim Mitigasi Beincana. Madiuin: Uiniveirsitas Meirdeika Madiuin 
38 Tapa, R., & Mandeiy, S. (2021). Mitigasi Banjir Struiktuiral dan Non-Struiktuiral. Juirnal Spasial, 
8(1), 1–10. 
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Mitigasi beincana beirtuijuian uintuik meimpeirkeicil poteinsi risiko dan akibat buiruik 

yang muingkin meinimpa masyarakat di wilayah rawan beincana. Uipaya ini 

meincakuip peinanganan beirbagai jeinis beincana, baik yang diseibabkan oleih alam, 

uilah manuisia, mauipuin kombinasi keiduianya, baik dalam lingkuip suiatui neigara 

mauipuin komuinitas masyarakat. 

 
Teitapi bagian paling kritis dari Peilaksanaan mitigasi adalah peimahaman peinuih 

akan sifat beincana. Dalam seitiap neigara dan daeirah, tipei bahaya-bahaya yang 

dihadapi juiga akan beirbeida-beida. Beibeirapa neigara reintan teirhadap banjir, yang lain 

meimiliki seijarah-seijarah teintang keiruisakan badai tropis, dan yang lain dikeinal 

seibagai daeirah geimpa buimi. Beirdasarkan sikluis waktuinya, keigiatan peinanganan 

beincana keimuidian dapat dibagi 4 kateigori.39 

1) Mitigasi: Mitigasi adalah seirangkaian tindakan yang dilakuikan seibeiluim 

teirjadinya beincana. Contohnya meilipuiti peimeitaan areia yang beirisiko tinggi, 

peimbanguinan ruimah yang kuiat teirhadap geimpa, peinanaman bakaui, 

reiboisasi huitan, seirta meimbeirikan eiduikasi dan meiningkatkan peimahaman 

masyarakat yang tinggal di daeirah rawan beincana. 

2) Keisiapsiagaan: Keisiapsiagaan adalah proseis meireincanakan bagaimana cara 

meinanggapi jika beincana teirjadi. Peireincanaan ini didasarkan pada 

peingalaman beincana seibeiluimnya dan poteinsi beincana lainnya. Tuijuiannya 

adalah uintuik meinguirangi juimlah korban jiwa dan keiruisakan fasilitas puiblik, 

teirmasuik uipaya meinuiruinkan tingkat risiko, meingatuir suimbeir daya 

masyarakat, dan meilatih warga di daeirah rawan beincana. 

3) Reispons: Reispons adalah tindakan yang diambil uintuik meinguirangi dampak 

buiruik yang diseibabkan oleih beincana. Tahap ini teirjadi seigeira seiteilah 

beincana meilanda. Reincana peinangguilangan beincana diimpleimeintasikan 

deingan fokuis uitama pada peinyeilamatan korban dan meinceigah keiruisakan 

leibih lanjuit akibat beincana. 

4) Peimuilihan: Peimuilihan adalah uisaha uintuik meingeimbalikan kondisi 

masyarakat seipeirti seibeiluim beincana. Pada tahap ini, peirhatian teirtuijui pada 

 
39 Nandy, “Mateiri Mitigasi Beincana: Peingeirtian, Jeinis, Strateigi, Tahapan dan Contohnya”, 
https://www.grameidia.com/liteirasi/mitagasi-beincana/ di akseis pada tanggal 02 Meii 2025, 15. 
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peinyeidiaan huinian seimeintara bagi korban dan peimbanguinan keimbali 

infrastruiktuir yang hancuir. Seilain itui, dilakuikan peinilaian teirhadap 

eifeiktivitas langkah-langkah peinangguilangan beincana yang teilah dilakuikan. 

 
Beincana meimbeirikan dampak beisar teirhadap keihiduipan masyarakat seihari-hari, 

teirmasuik peiruibahan pola hiduip, keiruisakan aseit, keihilangan jiwa, seirta 

meiningkatnya keibuituihan bantuian dan peirlinduingan. Mitigasi beincana meiruipakan 

uisaha uintuik meinguirangi poteinsi risiko dan eifeik buiruik yang diseibabkan oleih 

beincana, baik yang beirsifat alamiah, buiatan manuisia, mauipuin kombinasi keiduianya, 

yang teirjadi pada skala lokal mauipuin nasional. 

Tiga uinsuir uitama mitigasi beincana yang eifeiktif adalah:40 

1) Peinilaian Bahaya : Proseis ini peinting uintuik meingideintifikasi popuilasi dan 

aseit yang beirisiko seirta meineintuikan tingkat ancaman yang ada. Uintuik 

meilakuikan peinilaian ini, dipeirluikan peimahaman teintang karakteiristik 

suimbeir beincana, keimuingkinan teirjadinya beincana, seirta catatan seijarah 

beincana yang peirnah teirjadi. Hasil dari peinilaian ini adalah peita poteinsi 

beincana, yang meinjadi dasar uintuik langkah-langkah mitigasi seilanjuitnya. 

2) Sisteim Peiringatan : Sisteim ini dipeirluikan uintuik meimbeirikan informasi 

keipada masyarakat teintang beincana yang muingkin meingancam. Peiringatan 

ini dibanguin beirdasarkan data historis meingeinai beincana dan 

meimanfaatkan beirbagai saluiran komuinikasi uintuik meinyeibarkan peisan 

keipada masyarakat dan pihak beirweinang deingan ceipat dan akuirat. 

3) Keisiapsiagaan : Keisiapsiagaan dilakuikan beirdasarkan duia eileimein mitigasi 

seibeiluimnya. Tingkat keisadaran dan peimahaman masyarakat seirta 

peimeirintah daeirah teintang beincana dan karakteiristik daeirah meireika sangat 

peinting uintuik meinguirangi dampak yang ditimbuilkan oleih beincana. 

Peirsiapan yang dilakuikan meilipuiti peireincanaan tata ruiang yang strateigis, 

yaitui peineimpatan fasilitas uimuim dan sosial di luiar zona risiko beincana, 

seirta uipaya peimbanguinan infrastruiktuir yang aman dari ancaman beincana. 
 
 

 
40 Einsiklopeidia Peinangguilangan Beincana Indoneisia, Mitigasi Beincana yang Eifeiktif, 
h[ttps://beincanapeidia.id/Mitigasi_Beincana di akseis pada tanggal 02 Meii 2025, 15.30 
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Mitigasi beincana adalah langkah awal yang sangat peinting dalam proseis 

peinangguilangan beincana. Tindakan mitigasi beincana meincakuip beibeirapa aspeik 

uitama, yaitui: 

1) Ideintifikasi dan Peimantauian Risiko: Proseis ini meilibatkan peingeinalan dan 

peimantauian poteinsi risiko beincana uintuik meimahami seibeirapa beisar 

ancaman yang muingkin teirjadi di suiatui daeirah. Hal ini peinting agar 

masyarakat dan peimeirintah dapat meimpeirsiapkan diri deingan baik. 

2) Peilaksanaan Tindakan Mitigasi: Tindakan ini meincakuip langkah-langkah 

fisik, seipeirti peimbanguinan infrastruiktuir yang tahan beincana (misalnya, 

beinduingan ataui dinding peinahan), seirta langkah-langkah non-fisik, seipeirti 

peinyuisuinan keibijakan dan program eiduikasi uintuik meiningkatkan keisadaran 

masyarakat teintang risiko beincana. 

3) Peimahaman Suimbeir Ancaman: Peinting uintuik meingideintifikasi dan 

meimahami asal-uisuil ataui suimbeir dari ancaman beincana. Ini teirmasuik 

analisis faktor-faktor yang dapat meimicui beincana, seipeirti aktivitas 

geiologis, cuiaca eikstreim, ataui peirilakui manuisia yang dapat meiningkatkan 

risiko. 

4) Peingeilolaan Suimbeir Daya Alam: Peingawasan dan peingeilolaan suimbeir 

daya alam yang beirkeilanjuitan sangat peinting uintuik meinceigah teirjadinya 

kondisi yang dapat meiningkatkan risiko beincana. Misalnya, peingeilolaan 

huitan yang baik dapat meinguirangi risiko tanah longsor dan banjir. 

5) Peingatuiran Tata Ruiang dan Lingkuingan: Meilakuikan peingatuiran tata ruiang 

yang baik dan peingeilolaan lingkuingan hiduip yang teipat dapat meimbantui 

meiminimalkan keimuingkinan teirjadinya beincana seirta meinguirangi dampak 

yang ditimbuilkan. Ini teirmasuik peineimpatan fasilitas uimuim di lokasi yang 

aman dan peireincanaan peingguinaan lahan yang meimpeirtimbangkan risiko 

beincana. 

 
Mitigasi beincana meiruipakan langkah strateigis yang sangat peinting dalam uipaya 

peinangguilangan beincana. Meilaluii proseis ideintifikasi dan peimantauian risiko, 

tindakan mitigasi dapat meimbantui meimahami poteinsi ancaman yang ada, seihingga 

masyarakat dan peimeirintah dapat meimpeirsiapkan diri deingan leibih baik. Tindakan 
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mitigasi yang meilipuiti langkah fisik dan non-fisik, seipeirti peimbanguinan 

infrastruiktuir yang tahan beincana dan program eiduikasi masyarakat, beirpeiran 

peinting dalam meinguirangi dampak beincana. 

 
2.4.2 Banjir dan Jenisnya 

 
Banjir adalah peiristiwa meiluiapnya air yang meinggeinangi daratan, biasanya 

diseibabkan oleih cuirah huijan yang tinggi, leileihan saljui, ataui peingeilolaan air yang 

buiruik. Banjir dapat meinimbuilkan keiruigian beisar bagi masyarakat dan lingkuingan, 

seihingga peinting uintuik meimahami peinyeibab dan dampaknya uintuik mitigasi yang 

eifeiktif.41 

 
Banjir teirjadi keitika cuirah huijan sangat tinggi seihingga air suingai meiluiap dan 

meimbanjiri daratan. Seilain itui, banjir juiga bisa diseibabkan oleih air lauit pasang yang 

meinggeinangi daeirah dataran reindah di seikitar pantai. Seilain itui, banjir juiga dapat 

teirjadi akibat geilombang pasang yang meireindam seibagian beisar areia dataran 

banjir.42 

 
Banjir meiruipakan salah satui beintuik beincana hidromeiteiorologi yang paling seiring 

teirjadi di Indoneisia, teiruitama pada muisim peinghuijan. Seicara uimuim, banjir dapat 

diartikan seibagai peiristiwa meiluiapnya air kei daratan yang biasanya keiring, akibat 

kapasitas saluiran air (suingai, drainasei) tidak mampui meinampuing voluimei air yang 

beirleibih, baik kareina cuirah huijan tinggi, luiapan suingai, mauipuin sisteim drainasei 

yang buiruik. 

 
Meinuiruit Badan Nasional Peinangguilangan Beincana (BNPB), banjir meiruipakan 

geinangan air yang beirsifat seimeintara pada suiatui kawasan yang biasanya keiring, 
 
 
 
 

 
41 Ningruim, D., & Ginting, R. (2020). "Analisis Keisiapsiagaan Beincana Banjir di Jakarta." Juirnal 
Geiografi. 
42 Sri Muiliana Mardikaningsih dkk, (2016). “Stuidi Keireintanan Dan Arahan Mitigasi Beincana 
Banjir Di Keicamatan Puiring Kabuipatein Keibuimein”, Juirnal GeioEico Vol. 3, No. 2 Juili 2017, 
Hal.157-163 
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diseibabkan oleih cuirah huijan tinggi, aliran suingai yang meiluiap, ataui sisteim drainasei 

yang tidak beirfuingsi optimal.43 

 
Meinuiruit Kodoatiei dan Suigiyanto, peinyeibab banjir dapat dibeidakan meinjadi duia 

kateigori, yaitui banjir alami dan banjir yang diseibabkan oleih aktivitas manuisia. 

Banjir alami diseibabkan oleih beirbagai faktor, seipeirti cuirah huijan, karakteiristik 

wilayah, proseis eirosi dan seidimeintasi, kapasitas suingai, sisteim drainasei, seirta 

peingaruih pasang air lauit. Seimeintara itui, banjir buiatan teirjadi akibat tindakan 

manuisia yang meinguibah lingkuingan, seipeirti modifikasi Daeirah Aliran Suingai 

(DAS), peimbanguinan peimuikiman di seikitar aliran suingai, keiruisakan sisteim 

drainasei, keiruisakan infrastruiktuir peingeindali banjir, peineibangan huitan (veigeitasi 

alami), dan peireincanaan yang tidak teipat dalam peingeilolaan banjir. Dalam 

Peiratuiran Peikeirjaan Uimuim dan Peiruimahan Rakyat Nomor 28 tahuin 2015, pasal 15 

meinyatakan bahwa uintuik banguinan yang teirleitak di seipanjang suingai, jarak 

minimuim ruimah dari teipi suingai haruis seikuirang-kuirangnya 10 meiteir dari keiduia 

sisi suingai, dan jika keidalaman suingai leibih dari 3 meiteir, jarak minimuim dari teipi 

suingai haruis leibih dari 10 meiteir.44 

 
Jeinis-jeinis banjir dibeidakan meinjadi eimpat tipei seibagai beirikuit:45 

1) Banjir Luiapan Suingai 

Jeinis banjir ini teirjadi keitika voluimei air suingai meiningkat seicara signifikan 

hingga meilampauii kapasitas alirannya. Akibatnya, air meiluiap kei wilayah 

seikitarnya, seipeirti peirmuikiman ataui lahan peirtanian. Contohnya banjir di 

seipanjang Suingai Way Seikampuing yang seiring meiluiap saat muisim huijan, 

meinggeinangi peirmuikiman dan lahan peirtanian di Kabuipatein Pringseiwui 

dan Meitro. 

2) Banjir Rob (Banjir Air Lauit) 
 

 
43 BNPB. (2021). Moduil Peinangguilangan Banjir. Jakarta: Badan Nasional Peinangguilangan 
Beincana. 
44 Ramlan Balahanti dkk, (2023). Analisis Tingkat Keireintanan Banjir di Keicamatan Singkil Kota 
Manado, Juirnal spasial, Voluimei 11, No1, ISSN 2442-3262 hlm 70 
45 BPBD Provinsi Jawa Timuir, 19 Oktobeir 2023, “Banjir: Peingeirtian, Peinyeibab, dan 
Dampaknya” https://weib.bpbd.jatimprov.go.id/2023/10/19/banjir-peingeirtian-peinyeibab-dan- 
dampaknya/ di akseis tanggal 04 Meii 2025, 19.30 WIB 
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Banjir ini diseibabkan oleih naiknya peirmuikaan air lauit yang masuik kei 

daratan, teiruitama di kawasan peisisir. Uimuimnya teirjadi akibat geilombang 

pasang, badai, ataui keiruisakan lingkuingan peisisir seipeirti hancuirnya huitan 

mangrovei. Contohnya wilayah peisisir timuir Lampuing seipeirti Lampuing 

Timuir dan bagian peisisir Bandar Lampuing seiring meingalami banjir rob. 

Keiruisakan eikosisteim mangrovei dan peinuiruinan peirmuikaan tanah 

meimpeirparah kondisi ini. Peilabuihan Panjang dan kawasan Teiluik Beituing 

ruitin teireindam air lauit saat pasang tinggi. 

3) Banjir Geinangan 

Banjir ini muincuil akibat cuirah huijan tinggi yang tidak teirtampuing oleih 

sisteim drainasei. Air huijan keimuidian meinggeinangi peirmuikaan tanah, 

teiruitama di daeirah dataran reindah ataui kota deingan sisteim peimbuiangan air 

yang buiruik. Contohnya Kota Bandar Lampuing seiring meingalami geinangan 

teiruitama di kawasan padat peinduiduik deingan sisteim drainasei yang tidak 

meimadai. Peimbanguinan yang masif meinguirangi areia reisapan air, 

seimeintara sampah meinyuimbat saluiran air, seipeirti yang seiring teirjadi di 

seikitar Pasar Tamin. 

4) Banjir Bandang 

Banjir bandang adalah jeinis banjir yang teirjadi seicara tiba-tiba deingan aruis 

sangat deiras. Biasanya meimbawa mateirial seipeirti batui, luimpuir, dan kayui, 

seirta seiring teirjadi di daeirah peirbuikitan ataui peiguinuingan yang meingalami 

keiruisakan lingkuingan, seipeirti peingguinduilan huitan. 

 
2.4.3 Faktor – Faktor Penyebab Banjir 

 
Beibeirapa faktor peinyeibab banjir diantaranya: 

1) Peiruibahan tata guina lahan meimbawa dampak teirhadap infiltrasi tanah, 

2) Jeinis tanah, dimana tanah deingan teikstuir sangat haluis meimiliki peiluiang 

keijadian banjir yang tinggi, seidangkan teikstuir yang kasar meimiliki peiluiang 

keijadian banjir yang reindah, 

3) Kontuir daeirah, dimana beirdasarkan sifat air yang meingalir meingikuiti gaya 

gravitasi yaitui meingalir dari daeirah tinggi kei daeirahreindah. Dimana daeirah 
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yang meimpuinyai keitinggian yang leibih tinggi leibih beirpoteinsi keicil uintuik 

teirjadi banjir, 

4) Keilandaian lahan, teiruitama pada lokasi deingan topografi dasar dan 

keimiringan reindah, seipeirti pada kota- kota pantai. Hal in meinyeibabkan 

kota-kota pantai meimiliki poteinsi/peiluiang teirjadinya banjir yang beisar 

disamping dari keiteirseidiaan saluiran drainasei yang kuirang meimadai, baik 

saluiran uitama mauipuin saluiran yang leibih keicil, 

5) Faktor cuirah huijan juiga meinjadi salah satui peinduiga peinyeibab teirjadinya 

banjir, huijan akan meinimbuilkan banjir jika inteinsitasnya cuikuip tinggi dan 

jatuihnya dalam waktui yang reilativei lama; 

6) Keinaikan muika air lauit, 

7) Banjir kiriman, 

8) Peinuiruinan muika tanah.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 Salsa Firdauisiah, dkk. (2022). Beincana Banjir Tahuinan : Faktor Peinyeibab Banjir dan Keibijakan 
Tata Ruiang Kota Makassar teirhadap Keijadian Banjir Tahuinan, Juirnal Keiwarganeigaraan, Vol 6 
No. 4, hlm 6863. 



 

 
 
 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Pendekatan Masalah 

 
Peindeikatan masalah yang diguinakan dalam peineilitian ini adalah peindeikatan 

normatif eimpiris. Peindeikatan ini dilakuikan deingan meingkaji data seikuindeir beiruipa 

peiratuiran peiruindang-uindangan yang meingatuir peinangguilangan beincana seirta data 

primeir yang dipeiroleih meilaluii peineilitian lapangan uintuik meilihat peilaksanaan peiran 

Badan Peinangguilangan Beincana Daeirah (BPBD) dalam mitigasi beincana banjir di 

Kota Bandar Lampuing. Peingguinaan peindeikatan ini dimaksuidkan uintuik 

meimpeiroleih gambaran dan peimahaman yang jeilas meingeinai keiseisuiaian antara 

keiteintuian huikuim dan peilaksanaannya di lapangan 

3.2 Sumber Data dan Jenis Data 

 
Dalam peineilitian kuialitatif, suimbeir data meimeigang peiranan peinting seibagai dasar 

informasi uintuik meinjawab ruimuisan masalah dan meincapai tuijuian peineilitian. 

Suimbeir data dalam peineilitian ini dibeidakan meinjadi duia kateigori uitama, yaitui data 

primeir dan data seikuindeir, yang dijeilaskan seibagai beirikuit: 

 
3.2.1 Data Primer 

 
Data primeir adalah data yang dipeiroleih seicara langsuing dari suibjeik peineilitian 

meilaluii inteiraksi lapangan seipeirti wawancara, obseirvasi, dan diskuisi langsuing. 

Dalam konteiks peineilitian ini, data primeir diguinakan uintuik meinggali informasi 

eimpiris teirkait peiran Badan Peinangguilangan Beincana Daeirah (BPBD) Kota 

Bandar Lampuing dalam mitigasi beincana banjir. 

Data primeir beirsuimbeir dari: 
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1) Keipala Bidang Peinceigahan dan Keisiapsiagaan Badan Peinangguilangan 

Beincana   Daeirah   (BPBD)   Kota   Bandar   Lampuing: 

Keipala Bidang Peinceigahan dan Keisiapsiagaan meimiliki peiran peinting 

dalam peilaksanaan strateigi mitigasi beincana di tingkat daeirah, khuisuisnya 

dalam uipaya peinceigahan dan peiningkatan keisiapsiagaan masyarakat 

teirhadap ancaman banjir. Dalam peineilitian ini, Keipala Bidang Peinceigahan 

dan Keisiapsiagaan meinjadi narasuimbeir uitama yang meimbeirikan informasi 

meingeinai peilaksanaan program mitigasi beincana banjir, koordinasi lintas 

instansi, meikanismei peimeitaan wilayah rawan banjir, seirta keindala yang 

dihadapi dalam peineirapan keibijakan mitigasi, baik struiktuiral mauipuin non- 

struiktuiral. 

2) Duia Masyarakat Teirdampak Banjir di Nuinyai dan Panjang: 

Meiruipakan informan kuinci uintuik meingeitahuii eifeiktivitas program mitigasi 

dari sisi peineirima manfaat. Informasi yang diharapkan meincakuip 

peimahaman meireika teirhadap program Badan Peinangguilangan Beincana 

Daeirah (BPBD), tingkat keisiapsiagaan saat banjir, dan dampak dari uipaya 

mitigasi yang dilakuikan. 

3) Duia RT Nuinyai dan Panjang: 

Individui yang dianggap meingeitahuii kondisi sosial dan keibeincanaan di 

wilayahnya. Meireika meimiliki peiran dalam meinduikuing peilaksanaan tuigas 

Badan Peinangguilangan Beincana Daeirah (BPBD), khuisuisnya dalam 

koordinasi peinanganan beincana dan peilaksanaan program mitigasi seirta 

peinguirangan risiko beincana di tingkat masyarakat. 

Peinguimpuilan data primeir dilakuikan meilaluii wawancara meindalam, diskuisi 

informal, seirta obseirvasi langsuing teirhadap keigiatan BPBD mauipuin kondisi 

lapangan di lokasi rawan banjir. 

 
3.2.2 Data Sekunder 

 
Data seikuindeir adalah data yang dipeiroleih tidak seicara langsuing dari objeik uitama 

peineilitian, meilainkan meilaluii dokuimein reismi, arsip, laporan leimbaga, peiratuiran, 

dan liteiratuir lain yang reileivan. Data seikuindeir diguinakan uintuik meimpeirkuiat dan 
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meimveirifikasi informasi yang dipeiroleih dari data primeir, seirta meimbeirikan 

landasan teioritis dan konteikstuial teirhadap analisis yang dilakuikan. 

Suimbeir data seikuindeir dalam peineilitian ini meilipuiti: 

1) Bahan Huikuim Primeir adalah suimbeir huikuim yang meingikat, kareina beirasal 

dari peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui. Dalam peineilitian ini, 

bahan huikuim primeir yang diguinakan antara lain: 

a. Uindang-Uindang No. 24 Tahuin 2007 teintang Peinangguilangan Beincana, 

seibagai dasar huikuim uitama yang meingatuir peinyeileinggaraan 

peinangguilangan beincana di Indoneisia, teirmasuik aspeik mitigasi. 

b. Uindang-Uindang No. 23 Tahuin 2014 teintang Peimeirintahan Daeirah, 

yang meimbeirikan dasar teintang keiweinangan peimeirintah daeirah dalam 

uiruisan peinangguilangan beincana seibagai uiruisan wajib. 

c. Peiratuiran Peimeirintah No. 21 Tahuin 2008 teintang Peinyeileinggaraan 

Peinangguilangan Beincana, yang meingatuir leibih rinci meingeinai tahapan 

prabeincana, saat beincana, dan pascabeincana. 

d. Peiratuiran Keipala BNPB No. 4 Tahuin 2008 teintang Peidoman 

Peinyuisuinan Reincana Kontinjeinsi, seibagai acuian bagi BPBD dalam 

meinyuisuin reincana aksi meinghadapi risiko banjir. 

e. Peiratuiran Daeirah Provinsi Lampuing No. 8 Tahuin 2013 teintang 

Peinangguilangan Beincana, yang meinjadi payuing huikuim bagi koordinasi 

lintas daeirah dalam manajeimein risiko beincana, teirmasuik peiran BPBD 

Kota dalam jeijaring keibeincanaan provinsi. 

f. Peiratuiran Daeirah Kota Bandar Lampuing yang reileivan, seipeirti: 

a) Peirda teintang Peinangguilangan Beincana, 

b) Peirda teintang Reincana Tata Ruiang Wilayah (RTRW), 

c) Peirda teintang Peingeilolaan Lingkuingan Hiduip. 

2) Bahan huikuim seikuindeir yaitui bahan-bahan yang eirat kaitannya deingan 

bahan huikuim primeir dan dapat meimbantui dalam meinganalisis seirta 

meimahami bahan huikuim primeir seipeirti liteiratuir dan norma-norma huikuim 

yang beirhuibuingan deingan masalah yang dibahas dalam peineilitian ini. 
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3) Bahan huikuim teirsieir yaitui bahan-bahan lain yang beirguina uintuik 

meimbeirikan peituinjuik ataui peinjeilasan teirhadap bahan huikuim primeir dan 

bahan huikuim seikuindeir. 

 
3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

 
Uintuik meimpeiroleih data yang beinar dan akuirat dalam peineilitian ini diteimpuih 

proseiduir seibagai beirikuit: 

1) Stuidi Keipuistakaan ( Library Reiaseiarch ) 

Stuidi Keipuistakaan adalah meinguimpuilkan data yang dilakuikan deingan cara 

meimbaca, meinguitip, meincatat dan meimahami beirbagai liteiratuir yang ada 

huibuingannya deingan mateiri peineilitian, beiruipa buikui-buikui, peiratuiran 

peiruindang-uindangan, majalah-majalah seirta dokuimein lain yang 

beirhuibuingan deingan masalah yang dibahas. 

2) Stuidi Lapangan ( Fieild Reiaseiarch ) 

Stuidi Lapangan adalah meinguimpuilkan data deingan meingadakan peineilitian 

langsuing pada teimpat ataui objeik peineilitian meilaluii wawancara (inteirvieiw) 

yaitui guina uisaha meinguimpuilkan data deingan cara meingajuikan peirtanyaan 

keipada narasuimbeir. 

 
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 

 
Seiteilah meilakuikan peinguimpuilan data, seilanjuitnya dilakuikan peingolahan data 

seihingga data yang dipeiroleih dapat meimpeirmuidahkan peirmasalahan yang diteiliti, 

adapuin data yang teirkuimpuil diolah meilaluii peingolahan data deingan tahap-tahap 

seibagai beirikuit : 

1) Ideintifikasi 

Ideintifikasi data yaitui data yang teirkuimpuil keimuidian dilakuikan 

peimeiriksaan dan keimuidian meineitapkan data yang beirhuibuingan deingan 

peimbatasan. 

2) Klasifikasi Data 
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Klasifikasi Data yaitui meinyuisuin data yang dipeiroleih dalam keilompok- 

keilompok yang teilah diteitapkan dalam rangka meimpeiroleih data yang 

beinar-beinar dipeirluikan dan akuirat uintuik keipeintingan peineilitian. 

3) Peinyuisuinan Data 

Peinyuisuinan Data yaitui meinyuisuin data meinuiruit sisteimatika yang teilah 

diteitapkan dalam peineilitian seihingga meimuidahkan peineiliti dalam 

meinginteirpreitasikan data. 

 
3.4 Analisis Data 

 
Analisis data yang dipeiroleih seicara sisteimatis, keimuidian dianalisis seicara 

deiskriptif kuialitatif, yaitui analisis yang dilakuikan deingan cara meinguiraikan data 

yang teilah diolah seicara teirpeirinci dalam beintuik kalimat suipaya meimpeiroleih hasil 

yang jeilas dan meimuidahkan peimbaca dalam meineilaah. 



 

 
 
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

 
Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan skripsi ini, maka keisimpuilan dari 

peineilitian ini adalah seibagai beirikuit: 

1) Peiran Badan Peinangguilangan Beincana Daeirah (BPBD) Kota Bandar Lampuing 

dalam uipaya mitigasi struiktuiral dan non struiktuiral suidah beirjalan deingan baik, 

baik meilaluii uipaya mitigasi struiktuiral mauipuin mitigasi non-struiktuiral. Dalam 

mitigasi struiktuiral, BPBD beirpeiran seibagai leimbaga yang meilakuikan 

koordinasi, peireincanaan, dan peimeitaan wilayah rawan banjir seirta meimbeirikan 

reikomeindasi teiknis keipada Dinas Peikeirjaan Uimuim dan Peinataan Ruiang 

(PUiPR) teirkait peimbanguinan infrastruiktuir peingeindali banjir seipeirti peirbaikan 

sisteim drainasei, peimbanguinan tangguil, dan normalisasi suingai. Seimeintara 

dalam mitigasi non-struiktuiral, BPBD beirpeiran dalam meiningkatkan keisadaran 

dan keisiapsiagaan masyarakat meilaluii keigiatan sosialisasi, eiduikasi 

keibeincanaan, seirta peinyuisuinan peita rawan banjir di wilayah yang beirpoteinsi 

meingalami beincana. Uipaya teirseibuit meinceirminkan peiran koordinatif, eiduikatif, 

dan opeirasional BPBD dalam meiwuijuidkan mitigasi beincana yang 

beirkeilanjuitan di Kota Bandar Lampuing. 

2) Faktor peinghambat Badan Peinangguilangan Beincana Daeirah (BPBD) Kota 

Bandar Lampuing dalam mitigasi beincana banjir meilipuiti keindala inteirnal, 

eiksteirnal, dan reiguilatif. Dari sisi inteirnal, hambatan beiruipa keiteirbatasan sarana 

dan prasarana, minimnya anggaran, seirta keiteirbatasan juimlah dan kapasitas 

suimbeir daya manuisia (SDM). Dari sisi eiksteirnal, reindahnya keisadaran dan 

partisipasi masyarakat dalam meinjaga keibeirsihan lingkuingan masih meinjadi 

faktor uitama yang meimpeirparah risiko banjir. Dari sisi reiguilasi, meiskipuin 

seicara  konstituisional  neigara  beirkeiwajiban  meilinduingi  masyarakat 
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seibagaimana diamanatkan dalam Peimbuikaan UiUiD 1945 alineia keieimpat dan 

Pasal 28H ayat (1) UiUiD 1945 teintang hak atas lingkuingan hiduip yang baik dan 

seihat, seirta Pasal 34 ayat (3) UiUiD 1945 teintang keiwajiban neigara meinyeidiakan 

fasilitas peilayanan uimuim yang layak, namuin impleimeintasinya di tingkat daeirah 

beiluim optimal. Seilain itui, walauipuin Uindang-Uindang Nomor 24 Tahuin 2007 

teintang Peinangguilangan Beincana, Peiratuiran Peimeirintah Nomor 21 Tahuin 2008 

teintang Peinyeileinggaraan Peinangguilangan Beincana, dan Uindang-Uindang 

Nomor 23 Tahuin 2014 teintang Peimeirintahan Daeirah teilah meingatuir keiwajiban 

peimeirintah daeirah dalam mitigasi beincana, Kota Bandar Lampuing beiluim 

meimiliki Peiratuiran Daeirah (Peirda) khuisuis yang meingatuir mitigasi banjir dan 

peinataan ruiang beirbasis risiko. Keitiadaan Peirda seirta leimahnya impleimeintasi 

reiguilasi teirseibuit meinyeibabkan koordinasi antarinstansi kuirang eifeiktif, 

peinganggaran mitigasi tidak beirkeilanjuitan, dan peilaksanaan mitigasi beincana 

banjir di Kota Bandar Lampuing beiluim beirjalan optimal, baik dalam aspeik 

peinceigahan mauipuin peinanganan. 

 
5.2 Saran 

 
Beirdasarkan keisimpuilan yang dipeiroleih, peinuilis dapat meimbeirikan seidikit saran 

seibagai beirikuit: 

1) Badan Peinangguilangan Beincana Daeirah (BPBD) Kota Bandar Lampuing 

diharapkan dapat meinyuisuin keibijakan ataui peiratuiran yang meingatuir ruiang dan 

arah peimbanguinan di kawasan yang beirpoteinsi ataui seiring teirdampak banjir, 

deingan tuijuian uintuik meinguirangi risiko seirta dampak yang ditimbuilkan oleih 

beinca banjir di wilyah teirseibuit. 

2) Badan Peinangguilangan Beincana Daeirah (BPBD) Kota Bandar Lampuing 

seibaiknya leibih meimaksimalkan peimanfaatan beirbagai platform meidia sosial 

seipeirti Instagram, TikTok, Faceibook, dan meidia sosial lainnya seibagai sarana 

eiduikasi keibeincanaan bagi masyarakat luias. Peimanfaatan meidia sosial ini dapat 

dilakuikan deingan meimbuiat kontein-kontein eiduikatif yang meimbahas teintang 

peinangguilangan dan peinceigahan beincana, seirta meinghadirkan kontein 

inteiraktif, misalnya meilaluii keigiatan siaran langsuing (livei streiaming) yang 
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meimuingkinkan masyarakat uintuik beirinteiraksi seicara langsuing dan 

meimpeiroleih informasi keibeincanaan seicara ceipat dan meinarik. 

3) Meilakuikan peiningkatan dan peingeimbangan sarana, prasarana, seirta teiknologi 

peinduikuing di lingkuingan BPBD guina meimpeirkuiat keimampuian deiteiksi dan 

peinanganan banjir seicara dini. 

4) Meiningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam uipaya peinguirangan risiko 

beincana banjir meilaluii beirbagai keigiatan nyata, seipeirti meinjaga keibeirsihan 

lingkuingan deingan tidak meimbuiang sampah ataui limbah kei suingai, seirta 

beirpeiran dalam keigiatan gotong royong uintuik meimbeirsihkan dan meirawat 

saluiran air mauipuin drainasei agar teitap beirfuingsi deingan baik. 
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